SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 85 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 124 TAHUN 2010 TENTANG

sy,

Menimbang

Mengingat

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2010, telah
diatur mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

bahwa dalam rangka mengakomodir saran Komisi Pemberantasan Korupsi
dan pendapat yang berkembang serta menyesuaikan dengan situasi dan
kondisi saat ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2010
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2010 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;



. Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil:

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

12. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2010 tentang Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 124 TAHUN 2010 TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2010 tentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukofa Jakarta, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar’[a.

Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pejabat Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus [bukota Jakarta yang wajib menyampaikan Laporan
Kekayaan Penyelenggara Negara.

5. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pejabat
Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi
tanggungan, baik berupa harta bergerak, maupun hak-hak lainnya yang

dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah
memangku jabatannya.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

[4 Kom@si Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

8. Tim Pengurus LHKPN adalah tim yang membantu kelancaraan pelaksanaan
penyelenggaraan pengisian formulir LHKPN Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
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2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

. Gubernur;

. Wakil Gubernur;

. Pejabat Eselon I;

. Pejabat Eselon I,

. Pejabat Eselon Il selaku Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT,;
Camat;

. Lurah;

. Auditor;
Pemegang Kas/Bendahara;
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

k. Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan

I. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

T h0 OO0 T

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013  NOMOR 72027

Salinan sesuai dengan aslinya




